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BUPATI PACITAN
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. PERATURANBUPATIPACITAN |
NOMOR 76 TAHUN 2007 "

; TENTANG .

g . URAIAN TUGAS, FUNGS! DAN TATAKERJA

BRI ~ |KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

A |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI PACITAN

’ ; _ ot
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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 4) Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan nomor 22 tahun 2007 tentang Orgamsas:
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29 tanggal 10 Desember
2007) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas,

fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pacitan.
} ' ‘.

Mengingat : 1. Und:ang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan -
Daerah-daerah Kabupaten Dafam Lingkungan Propinsi Jawé

Timijr (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 18, Tambahén '
Lembaran Negara Nomor 9); |

2. Undiang-un-dang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
d:ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1989 (Lemba(an
Neg;ara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negéra
Nomor 3890); :
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dar—%rah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagairhana tefah diubah
den'gan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
200i4 tentang Pemenntahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Ler:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548);
Peréturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dani Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negfara Nomor Republik Indonesia 4593), |
Peraturan Pémerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urus_'.an Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pem:erintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peréturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisési
Pera:ngkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tam!bahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);
Pera:turan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petd_njuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peré_turan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007
tenténg Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25).

Peralturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28). .

MEMUTUSKAN
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG URAIAN TUGAS,
!

FUNGS! DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN
PACITAN
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KETENTUAN UMUM
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! Pasal 1
1

Dalam Peraturan ini yang dlmaksud dengan :

Ca

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlslngkat

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
terdm dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagal Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerabh;
Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerabh;

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
e. S'ekr:etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan

~ Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
. Sekretans Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

dlsmgkat Sekretans DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; '

Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala_

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerab, Sekretanat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknls Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Kelu‘rahan adalah Kelurahan Kabupaten Pacitan;

Jabajtan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tangiqung jawab, wewe'nang dan hak seorang Pegawal Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemenntahan

_ Jabatan Fungswnal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas

| tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri Slpll

dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tuga'snya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat
mandiri.
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' KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!
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Pasal 2
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah,
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung ]awab kepada

Bupat| melatui Camat;
t

Ke_lurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat;
i

Lu;rah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang diimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik

~ wilayah "dari kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas

pe}nerintahan lainnya berdasarkan Perundang-Undangan;
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| ~ Pasal 3

1 Kelu;raha'n. terdiri dari ;

S a.

-0 oo

g.

Lurah;

S:ekretariat;

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan,;

Sfeksi Kesejahteraan Sosiai;

Seksi Pemberdaya'an Masyarakat;

K:elompok Jabatan Fungsional.

(2 Sekr:_etariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing

: Seks_i dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Lurah;

(3) Susfman Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada

' pasal ini beriaku untuk wﬂayah ker]a sebagai berikut :

a.

® ap o

Kelurahan Pacnan
Kelurahan Pucangsewu
Kelurahan Baleharjo;
Kelurahan Ploso;
Kelurahan Sidoharjo.
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
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Bagian Pertama
Sekretariat
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Pasal 4

Seksi Sekretariat, mempunyai tugas :

a, Melaksanakan bahan koordinasi penyusunan program keg|atan
dmngkup sekretanat

b, Menyelenggarakan dan mengelola rumah tangga, sarana dan .

perlengkapan;
C. Meléksanakan surét-menyurat, kearslpan dan perpustakaan;
d. Membina dan mengembangkan serta mengelola administrasi
- kepegawaian;

" e. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan;

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegitan
: k_esqkretariatan; |
g. Melaﬁ_ksanakan tugas-tugas_ lain yang diberikan oleh Lurah sesuai

- dengan tugas dan fungsinya. '
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;‘ . Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

T
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f ‘ Pasal 5
Seksi Pemenntahan Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja bldang pemerintahan, ketentraman dan
ketertlban, _ '
b. Melaksanakan inventarlsasi data kependudukan, catatan sipil dan

) perkembangannya,

- C. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum

bidaiﬂg pencatatan penduduk;

- d. Melaéksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian

admnistrasi pertanahan;
e. Melaksanakan pengamanan terhadap kantor kelurahan serta
fasili}as lainnya;
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Meningkatkan ~potensi Pertahanan Sipil dan Perlindungan
Masyarakat; '

. Membantu penyeles'aian perselisihan antar kelompok dan

penegakan HAM;

. Meléksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah _ : .
Melz[:ksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota
Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

Menyusun program dan pembinaan kegiatan Soslal Polltlk
Idemogudan Kesatuan Bangsa; _

Menyusun evaluasa dan laporan tentang ketentraman dan
ketertlban umum;

. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
f .

r Bagian Ketlga
% Seksi Ekonomi dan Pembangunan
L

- Pasal 6

Seksi Ei(onomi dan Pembangunan, mempunyai tugas :
a.

Menyusun rencana kerja kegiatan bidang ekonomi dan
pembanguhan, | ‘

. Melaksanakan pemblnaan dan penyusunan pedoman Anggaran '

Pembangunan Kelurahan;
Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di

‘ wilairah kelurahan;
. Melaksanakan koordinasi dan vasilitasi terhadap pengembangan _

dan pemblnaan perekonomian dan sumberdaya alam;

Melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan yang ada ..

dlwllayahnya

Melaksanakan pengendallan dan evaluasa kegiatan dibidang
ekonoml dan pembangunan,

Melaksanakan tugas-tugas Ialn yang diberikan oleh Lurah sesuai

s dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Seksi Kesejahteraan Sosiai

Pasal 7

¢

Seksi Kesejahtéraan Sosiai, mempunyai tugas :

a.

a.

Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosiai, peranan wanlta
kepemudaan dan keolahragaan,

Menyusun program ~ pembinaan  kehidupan keagamaan, -

pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat;
MemfaS|I|taS| penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan
pemberdayaan perempuan; _ |
Mernberlkan pertimbangan pengajuén izin;

Melaksanakan pengendalian dan evaluaS| kegiatan dibidang
kesejahteraan sosiai;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dlbenkan oleh Lurah sesuai

_ dengan tugas dan fungsinya.

SRR S

Bagiah Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8
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~ Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyaltugas

Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat; S "
Melé_ksanakan .pembinaan ~dan pengembangan partisipasi
masyarakat; | | |
Melaksanakan ~koordinasi dan fasiltasi pemberdayaan
kele;mbagaan | |

Melaksanakan _ pengawasan = terhadap Organisasi Soéiai '
Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat;
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dlbldang- |
pemberdayaan masyarakat; -
Melaksanakan tugas-tugas lain yang dlbenkan oleh Lurah sesual '

| dengan tugas dan fungsinya.
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BAB IV
{ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

s Pasal 9
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas Melaksanakan
sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. |

i Pasal 10
(1)Kelc:>mpok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah lembaga
funésional yang dlatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
pergndang-undangan;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) cjipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

i

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditehtuka_n berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jeni}s dan jehjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayaf (1), dlatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

BAB V
TATA KERJA

T P

Pasal 11

] : .
Dalam hal Lurah berhalangan Melaksanakan tugasnya, tugas Lurah
diIaksar}akan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

; Pasal 12 ‘

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelo?npok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
inteérasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan rmasing-rmasing
maupun antar satuan organisasi di I'ingkungan pemerintah daerah
serta dengan instansl lain di luar pemerintah daerah sesuai
denéan tugas masing-masing;
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(2) Se{iap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
ma'sing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

| perundang undangan; |

(3) Setlap pimpinan organnsam bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordlnasﬂ(an bawahan masing-masing dan membenkan ‘
blmblngan serta petunjuk bag| pelaksanaan tugas bawahannya

“(4) Setlap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petifmjuk_ dan bertanggungjawab' kepada atasan masing-masing
) dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (5) Setiap laporan yéng diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dlpergunakan sebagai bahan untuk
. penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan '

__(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi
- lain'yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

) Dala;lm melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi'
dibéwahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masihg, wajib mengadakan rapat berkala. :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
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- Pasal 13

(1) Peré_turan Bupati ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan;

_'(2) Aga;' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang'ah

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pacitan.
1'

' Ditetapkan di  : Pacitan

Padatanggal :14-12- 2007

BUPATI PACITAN
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